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	ABSTRACT

	Flight delays caused by technical issues are a common occurrence in the aviation industry and have significant legal implications for both airlines and passengers. This paper examines the rights of airlines in managing delays due to technical disruptions, as well as the legal protection mechanisms available to passengers who suffer losses. Based on national regulations such as Law No. 1 of 2009 on Aviation, Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection, and Ministry of Transportation Regulation No. 89 of 2015, airlines are granted rights to delay, substitute, or reroute flights in the interest of safety, and to adjust compensation in cases of extraordinary circumstances. On the other hand, passengers retain their rights to transparent information, compensation, and legal recourse when services do not meet the agreed standards. This study highlights the need for a balanced approach between airline operations and consumer protection, stressing the importance of law enforcement and public awareness to ensure passengers understand and can exercise their rights. A collaborative framework involving strong regulations, effective oversight, and active consumer advocacy institutions is essential for building a fair and accountable aviation system.
Keywords: flight delay, technical issues, airline rights, consumer protection, aviation law.


	ABSTRAK

	Keterlambatan penerbangan akibat masalah teknis pada pesawat merupakan peristiwa yang kerap terjadi dalam industri penerbangan dan menimbulkan konsekuensi hukum bagi maskapai maupun penumpang. Tulisan ini mengkaji hak-hak maskapai dalam menangani keterlambatan akibat gangguan teknis serta mekanisme perlindungan hukum terhadap penumpang yang dirugikan. Berdasarkan regulasi nasional seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 89 Tahun 2015, maskapai memiliki hak untuk menunda, mengganti, atau mengalihkan penerbangan demi keselamatan, serta hak untuk menyesuaikan kompensasi dalam keadaan luar biasa. Di sisi lain, penumpang tetap memiliki hak atas informasi yang transparan, kompensasi, serta perlindungan hukum apabila layanan tidak sesuai. Artikel ini menekankan pentingnya keseimbangan antara operasional maskapai dan perlindungan konsumen, serta perlunya penegakan hukum dan edukasi agar konsumen memahami hak-haknya. Kolaborasi antara regulasi yang kuat, pengawasan otoritas, dan peran aktif lembaga konsumen menjadi kunci terciptanya sistem penerbangan yang adil dan bertanggung jawab.
Kata Kunci: keterlambatan penerbangan, masalah teknis, hak maskapai, perlindungan konsumen, hukum penerbangan.



A. PENDAHULUAN
Masalah keterlambatan penerbangan di Indonesia merupakan fenomena yang semakin sering terjadi dan menjadi sorotan publik, terutama dalam konteks hak-hak penumpang dan tanggung jawab maskapai. Keterlambatan penerbangan dapat disebabkan oleh berbagai faktor, salah satunya adalah masalah teknis pada pesawat. Masalah teknis ini seringkali dianggap sebagai salah satu faktor yang paling kompleks karena berkaitan dengan aspek keselamatan dan operasional yang memerlukan perhatian serius. Meskipun masalah teknis pada pesawat menjadi hal yang dapat dipahami oleh banyak pihak, isu yang lebih mendalam terletak pada bagaimana hak-hak penumpang dilindungi dalam situasi ini. Regulasi yang ada saat ini, meskipun sudah mengatur beberapa hal mengenai keterlambatan penerbangan dan kompensasi yang berhak diterima penumpang, masih menunjukkan adanya celah dalam implementasi perlindungannya di lapangan.
Di Indonesia, sektor penerbangan mengalami perkembangan yang pesat, dengan meningkatnya jumlah penumpang setiap tahunnya. Namun, seiring dengan pertumbuhan tersebut, tantangan dalam menjaga kualitas layanan juga semakin besar, salah satunya adalah penanganan terhadap masalah keterlambatan penerbangan akibat masalah teknis. Ketika pesawat mengalami kerusakan teknis yang memerlukan waktu perbaikan, maskapai seringkali dihadapkan pada pilihan sulit antara keselamatan penerbangan dan kepuasan penumpang. Hal ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai sejauh mana hak-hak penumpang harus diprioritaskan dan bagaimana maskapai bertanggung jawab terhadap ketidaknyamanan yang ditimbulkan.
Fenomena ini menjadi semakin menarik untuk dikaji mengingat ketidakseimbangan antara hak maskapai untuk memperbaiki kerusakan teknis pada pesawat dan hak-hak penumpang untuk menerima layanan yang sesuai dengan harapan. Di satu sisi, maskapai berhak untuk memperbaiki masalah teknis demi keselamatan penerbangan, namun di sisi lain, penumpang berhak mendapatkan perlindungan berupa kompensasi atau bentuk ganti rugi lainnya atas keterlambatan yang terjadi. Proses hukum yang berlaku seharusnya dapat menciptakan keseimbangan antara kedua pihak, namun dalam praktiknya sering kali masih ada ketidakjelasan mengenai bagaimana mekanisme kompensasi dan perlindungan terhadap penumpang harus dilakukan.									Regulasi mengenai hak-hak penumpang yang diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan (PM 185/2015) tentang Pengaturan Tanggung Jawab Maskapai Penerbangan dalam Kasus Keterlambatan Penerbangan menjadi dasar yang penting dalam memahami hak penumpang. [footnoteRef:1]Namun, implementasi aturan ini di lapangan sering kali tidak sesuai dengan harapan penumpang, yang merasa bahwa hak mereka kurang dilindungi, terutama dalam kasus keterlambatan yang disebabkan oleh faktor teknis. Oleh karena itu, penelitian mengenai topik ini menjadi sangat relevan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai bagaimana perlindungan hukum terhadap penumpang dapat ditingkatkan, serta sejauh mana maskapai bertanggung jawab atas keterlambatan yang terjadi.  [1:  Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 185 2015 tentang Pengaturan Tanggung jawab Maskapai Penerbangan dalam Kasus Keterlambatan Penerbangan, Pasal 3.] 

Sehubung dengan uraian dalam latar belakang tersebut, maka dapat digambarkan rumusan masalah yaitu, Apa saja hak yang dimiliki oleh maskapai dalam mengatasi keterlambatan penerbangan akibat masalah teknis pada pesawat, dan bagaimana pengaruh keterlambatan yang di sebabkan oleh masalah teknis tersebut? Serta, Bagaimana mekanisme perlindungan hukum terhadap penumpang dalam kasus keterlambatan penerbangan yang disebabkan oleh masalah teknis pada pesawat, baik dalam bentuk kompensasi maupun layanan lainnya?
B. METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian normatif dan empiris. Pendekatan normatif digunakan untuk menganalisis peraturan perundang-undangan yang mengatur hak maskapai dan perlindungan penumpang dalam konteks keterlambatan penerbangan akibat masalah teknis, sementara pendekatan empiris digunakan untuk menggali praktik penerapan regulasi tersebut di lapangan. Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari Data primer yang diperoleh melalui wawancara penumpang yang mengalami keterlambatan penerbangan. Data sekunder akan diperoleh melalui analisis terhadap dokumen hukum yang relevan, seperti peraturan pemerintah, kebijakan maskapai, serta putusan pengadilan terkait.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Hak Maskapai Dalam Mengatasi Keterlambatan Penerbangan Akibat Masalah Teknis Pada Pesawat, dan Pengaruh Keterlambatan yang Disebabkan Oleh Masalah Teknis
Keterlambatan penerbangan akibat masalah teknis pada pesawat merupakan kondisi yang cukup lazim terjadi dalam industri penerbangan. Meski seringkali menjadi sumber keluhan dari para penumpang, penting untuk dipahami bahwa maskapai penerbangan memiliki sejumlah hak yang diatur dalam regulasi nasional dan internasional untuk mengelola situasi tersebut. Hak-hak ini ditujukan tidak hanya untuk menjaga kelancaran operasional maskapai, tetapi yang utama adalah untuk menjamin keselamatan penumpang dan kru selama proses penerbangan. Oleh karena itu, perlindungan terhadap keselamatan menjadi landasan utama dibalik setiap keputusan maskapai saat terjadi penundaan akibat gangguan teknis.
Beberapa hak maskapai dalam menghadapi keterlambatan akibat permasalahan teknis antara lain (SAPUTRI, 2023) :[footnoteRef:2] [2:  SAPUTRI, R. D. (2023). PERTANGGUNG JAWABAN MASKAPAI PT. LION AIR TERHADAP PENUNDAAN KEBERANGKATAN PENUMPANG (DELAY) (STUDI PADA PT. LION AIR (Issue 19).] 

a.	Hak untuk menunda keberangkatan
Maskapai memiliki hak untuk menunda jadwal keberangkatan pesawat apabila terjadi kerusakan teknis yang dapat membahayakan keselamatan penerbangan. Penundaan ini diperbolehkan dalam jangka waktu tertentu, tergantung pada tingkat keparahan dan kompleksitas kerusakan yang terjadi. Tujuan utama dari tindakan ini adalah untuk memastikan bahwa pesawat layak terbang dan seluruh sistem berfungsi dengan baik sebelum melanjutkan operasional.
Penundaan hanya dapat dianggap sah apabila maskapai menyampaikan informasi secara transparan kepada penumpang. Informasi yang wajib disampaikan mencakup alasan keterlambatan, estimasi waktu yang dibutuhkan untuk proses perbaikan, serta pembaruan status penerbangan secara berkala. Transparansi ini merupakan bagian dari tanggung jawab maskapai untuk menjaga hak-hak penumpang dan membangun kepercayaan selama proses penanganan gangguan penerbangan.
b.	Hak untuk penggantian pesawat (Aircraft Substitution)
Jika perbaikan teknis memerlukan waktu yang cukup lama dan diperkirakan akan mengganggu jadwal penerbangan secara signifikan, maskapai memiliki hak untuk mengganti pesawat yang mengalami gangguan dengan pesawat lain yang layak terbang. Tindakan ini merupakan bagian dari upaya operasional maskapai dalam menjaga kelancaran jadwal dan menghindari keterlambatan yang lebih panjang.
Penggantian pesawat dilakukan demi efisiensi dan untuk mempercepat pelayanan kepada penumpang agar mereka tetap dapat melanjutkan perjalanan tanpa penundaan yang berlebihan. Selain itu, langkah ini menunjukkan komitmen maskapai dalam mengutamakan kenyamanan dan kepuasan pelanggan, sekaligus tetap menjaga aspek keselamatan dalam setiap penerbangan.
c.	Hak untuk Melakukan Pengalihan Penerbangan (Rerouting)
Dalam kondisi kerusakan teknis yang berat dan tidak memungkinkan pesawat untuk segera diperbaiki atau digantikan, maskapai berhak mengalihkan penumpang ke penerbangan lain. Pengalihan ini dapat dilakukan melalui penerbangan berikutnya dari maskapai yang sama, atau bekerja sama dengan maskapai lain yang memiliki rute serupa dan jadwal yang lebih cepat.
Tujuan dari langkah ini adalah untuk meminimalisasi keterlambatan lanjutan dan tetap memenuhi kebutuhan perjalanan penumpang sesuai rencana. Dengan demikian, maskapai tetap menjalankan tanggung jawabnya dalam memberikan solusi alternatif yang layak tanpa mengorbankan keselamatan maupun kenyamanan penumpang.
d.	Hak dalam Menyesuaikan Kompensasi
Maskapai memiliki wewenang untuk menyesuaikan bentuk kompensasi yang diberikan kepada penumpang berdasarkan kategori keterlambatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2015. Kompensasi ini dapat berupa makanan ringan, minuman, akomodasi, hingga pengembalian dana, tergantung pada lama keterlambatan yang terjadi serta kondisi yang melatarbelakanginya.
Namun, dalam situasi force majeure seperti gangguan teknis mendadak yang tidak dapat diantisipasi meskipun perawatan rutin telah dilakukan, maskapai memiliki hak untuk tidak memberikan kompensasi tertentu. Hal ini diperbolehkan karena gangguan teknis semacam itu tergolong sebagai keadaan luar biasa yang berada di luar kendali operasional normal maskapai, sehingga pembebasan dari sebagian kewajiban kompensasi dapat diberlakukan.
e.	Hak untuk Mengutamakan Keselamatan
Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2015, maskapai penerbangan diberi kewenangan untuk mengambil berbagai tindakan teknis yang diperlukan guna menjamin keselamatan penerbangan. Kewenangan ini menjadi dasar hukum bagi maskapai untuk melakukan langkah-langkah operasional yang mendesak tanpa harus menunggu persetujuan eksternal, selama tindakan tersebut ditujukan untuk mencegah risiko terhadap penumpang dan awak pesawat.
Tindakan teknis yang dimaksud mencakup perbaikan komponen pesawat, inspeksi ulang terhadap sistem penerbangan, bahkan hingga pembatalan penerbangan apabila kondisi pesawat dinilai tidak layak terbang. Meskipun tindakan ini dapat berdampak pada kenyamanan penumpang, keselamatan tetap menjadi prioritas utama dalam operasional penerbangan dan diutamakan di atas pertimbangan lainnya.

f.	Hak Maskapai atas Transparansi Informasi
Meskipun maskapai memiliki hak untuk mengambil tindakan teknis dalam menangani keterlambatan, mereka tetap berkewajiban untuk memberikan informasi secara terbuka kepada penumpang. Informasi tersebut harus mencakup penyebab keterlambatan, estimasi waktu penanganan, serta opsi solusi yang ditawarkan, seperti pengalihan penerbangan atau pengembalian dana jika berlaku. Komunikasi yang jelas dan transparan ini merupakan bentuk tanggung jawab maskapai terhadap hak-hak konsumen.
Keterlambatan penerbangan yang disebabkan oleh masalah teknis memiliki dampak signifikan terhadap operasional maskapai dan pengalaman penumpang. Meski sering menimbulkan ketidaknyamanan, keterlambatan ini pada dasarnya merupakan langkah preventif untuk memastikan keselamatan penerbangan. Tindakan seperti inspeksi ulang, perbaikan komponen, atau bahkan pembatalan penerbangan dilakukan untuk mencegah risiko yang lebih besar (Legiman et al., 2020). [footnoteRef:3]Oleh karena itu, penundaan karena masalah teknis tidak bisa dianggap sebagai kelalaian, melainkan sebagai bentuk kepatuhan terhadap prosedur keselamatan penerbangan yang ketat. [3:  Legiman, F. S., Sudini, L. P., & Sutama, I. N. (2020). Tanggung Jawab Keperdataan dalam Pengangkutan Udara atas Keterlambatan Jadwal Penerbangan. Jurnal Preferensi Hukum, 1(2), 150–153. https://doi.org/10.22225/jph.1.2.2383.150-153] 

Secara hukum, legitimasi atas tindakan teknis ini ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, khususnya Pasal 21 dan 22. Dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa maskapai berwenang melakukan tindakan seperti inspeksi atau pembatalan penerbangan jika kondisi pesawat dinilai tidak aman untuk terbang. Artinya, hukum nasional mendukung keputusan teknis yang diambil oleh maskapai selama itu dilakukan demi keselamatan dan berdasarkan pertimbangan profesional. Dengan demikian, keterlambatan karena alasan teknis tidak hanya dibenarkan secara teknis, tetapi juga dilindungi secara hukum (Yuliana, 2022).[footnoteRef:4] [4:  Yuliana, T. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Penumpang Pesawat Atas Keterlambatan Penerbangan (Flight Delayed). Disiplin : Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda, 28(2), 99–108. https://doi.org/10.46839/disiplin.v28i2.78] 

Dukungan terhadap kebijakan ini juga tercermin dalam regulasi internasional, seperti EU Regulation 261/2004. Dalam aturan tersebut, keterlambatan akibat extraordinary circumstances termasuk gangguan teknis mendadak yang tidak dapat dihindari tidak mewajibkan maskapai untuk memberikan kompensasi kepada penumpang. Regulasi ini memberikan pengakuan bahwa aspek keselamatan penerbangan memiliki prioritas yang lebih tinggi dibandingkan aspek layanan (Caturjayanti, 2020). [footnoteRef:5]Maka, selama maskapai bertindak sesuai prosedur dan regulasi, tindakan teknis dalam menghadapi gangguan penerbangan akan tetap dianggap sah secara hukum, baik nasional maupun internasional. [5:  Caturjayanti, V. D. (2020). Perlindungan Hukum bagi Konsumen terhadap Keterlambatan Penerbangan Akibat Kabut Asap Kebakaran. Media Iuris, 3(2), 223. https://doi.org/10.20473/mi.v3i2.20894] 


2. Mekanisme Perlindungan Hukum Terhadap Penumpang
Keterlambatan penerbangan akibat kesalahan teknis merupakan salah satu bentuk gangguan layanan yang berpotensi merugikan penumpang. Dalam konteks hukum di Indonesia, perlindungan terhadap konsumen jasa penerbangan diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Undang-undang ini disahkan pada 20 April 1999 dan menjadi dasar hukum perlindungan hak-hak konsumen dari praktik pelaku usaha yang merugikan. Meskipun secara umum membahas pelaku usaha, substansi UU ini sangat penting karena bertujuan untuk melindungi konsumen, termasuk penumpang pesawat, dari kerugian akibat ketidaksesuaian layanan, seperti keterlambatan keberangkatan (Agafta & Adianto, 2017).[footnoteRef:6] [6:  Agafta, M. P. S., & Adianto, A. (2017). Tanggung Jawab Maskapai Penerbangan Terhadap Keterlambatan Penerbangan. Mimbar Keadilan, 146. https://doi.org/10.30996/mk.v0i0.2191] 

Dalam Pasal 4 huruf h Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dinyatakan bahwa konsumen berhak memperoleh kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian apabila barang atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau sebagaimana mestinya. Ketentuan ini berlaku juga pada jasa penerbangan, yang secara hukum memiliki kewajiban untuk menyediakan layanan yang tepat waktu dan aman sesuai dengan jadwal dan kesepakatan dengan penumpang. Ketika terjadi keterlambatan akibat gangguan teknis, hal tersebut dinilai sebagai ketidaksesuaian layanan terhadap perjanjian yang telah disepakati antara penumpang dan maskapai.
Keterlambatan keberangkatan karena gangguan teknis dapat menjadi dasar bagi penumpang untuk menuntut pertanggungjawaban dari maskapai penerbangan. Dasar hukum ini memberikan kekuatan kepada konsumen untuk menuntut haknya melalui mekanisme hukum yang tersedia, baik secara langsung kepada pelaku usaha, melalui lembaga penyelesaian sengketa konsumen, maupun melalui proses pengadilan apabila dibutuhkan. Dengan demikian, penumpang yang dirugikan secara hukum tetap terlindungi dan memiliki hak untuk memperoleh keadilan atas layanan yang tidak sesuai.
Maskapai sebagai pelaku usaha juga dibebani kewajiban yang tercantum dalam Pasal 7 UU Perlindungan Konsumen, seperti memberikan informasi secara jujur dan jelas kepada konsumen serta bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan. Jika maskapai gagal memenuhi tanggung jawab ini, penumpang sebagai konsumen memiliki hak untuk menggugat secara hukum, baik melalui jalur pengadilan maupun lembaga penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan, seperti Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Hal ini memperkuat posisi hukum konsumen dalam menuntut hak-haknya secara adil dan sah.
Selain perlindungan dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen, mekanisme kompensasi atas keterlambatan juga diatur secara teknis dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 89 Tahun 2015 tentang Penanganan Keterlambatan Penerbangan. Peraturan ini menetapkan kategori keterlambatan berdasarkan durasi waktu, mulai dari 30 menit hingga lebih dari 240 menit, lengkap dengan bentuk kompensasi yang wajib diberikan oleh maskapai kepada penumpang. Misalnya, untuk keterlambatan 30–60 menit, penumpang berhak atas minuman ringan, sementara keterlambatan lebih dari 240 menit berhak atas kompensasi uang tunai sebesar Rp300.000 (SAPUTRI, 2023).[footnoteRef:7] [7:  SAPUTRI, R. D. (2023). PERTANGGUNG JAWABAN MASKAPAI PT. LION AIR TERHADAP PENUNDAAN KEBERANGKATAN PENUMPANG (DELAY) (STUDI PADA PT. LION AIR (Issue 19)] 

Ketentuan tersebut juga mengatur bahwa dalam hal terjadi pembatalan penerbangan, maskapai wajib mengalihkan penumpang ke penerbangan berikutnya atau mengembalikan seluruh biaya tiket (refund). Dalam kondisi tertentu, seperti keterlambatan yang termasuk kategori II hingga V, penumpang pun diberi pilihan untuk dialihkan ke penerbangan berikutnya atau menerima pengembalian dana penuh. Ketentuan ini menegaskan adanya perlindungan administratif yang harus dijalankan maskapai terhadap konsumen yang dirugikan.
Maskapai juga diwajibkan menyampaikan informasi kepada penumpang secara transparan apabila terjadi keterlambatan. Informasi tersebut harus disampaikan melalui petugas yang berada di ruang tunggu atau media komunikasi lainnya, seperti pengumuman langsung atau pesan singkat, selambat-lambatnya 45 menit sebelum jadwal keberangkatan atau sejak pertama kali diketahui adanya keterlambatan. Hal ini untuk memastikan bahwa konsumen mendapat kejelasan terkait status penerbangan mereka dan dapat mengambil keputusan secara rasional.
Meskipun Permenhub No. 89 Tahun 2015 memberikan dasar operasional yang jelas, cakupan perlindungannya terbatas pada bentuk kompensasi praktis. Berbeda dengan UU Perlindungan Konsumen yang memberikan keleluasaan lebih luas bagi konsumen untuk menuntut kerugian materiil dan immateriil, baik melalui jalur litigasi maupun non-litigasi. Jika maskapai hanya memberikan kompensasi sebagaimana diatur dalam Permenhub tetapi tidak menyelesaikan kerugian yang lebih besar, konsumen tetap memiliki hak untuk menggugat berdasarkan UU No. 8 Tahun 1999 (Herningtyas & Putri, 2020).[footnoteRef:8] [8:  Herningtyas, T., & Putri, M. D. (2020). Tinjauan Yuridis Tanggungjawab Pihak Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan. 2(1), 84–98.] 

Kedua regulasi ini sebenarnya saling melengkapi. Permenhub lebih fokus pada ketentuan teknis operasional dan bentuk tanggung jawab langsung maskapai, sementara UU Perlindungan Konsumen memberi dasar hukum untuk menuntut hak secara lebih luas dan menyeluruh. Dengan demikian, maskapai harus memenuhi ketentuan dalam kedua aturan ini untuk memastikan tidak hanya kepatuhan hukum, tetapi juga kepuasan konsumen. Dalam praktiknya, banyak konsumen yang belum menyadari bahwa mereka memiliki hak hukum ketika mengalami kerugian akibat keterlambatan penerbangan. Karena itu, edukasi kepada masyarakat menjadi sangat penting agar penumpang mengetahui prosedur pengaduan dan lembaga yang dapat membantu mereka menuntut haknya. Kesadaran hukum konsumen merupakan aspek kunci dalam menciptakan sistem transportasi udara yang adil dan bertanggung jawab.
Perlindungan hukum terhadap penumpang dalam kasus keterlambatan akibat gangguan teknis hanya akan efektif jika diiringi dengan penegakan hukum yang tegas terhadap maskapai yang lalai serta pengawasan aktif dari otoritas penerbangan. Kombinasi antara regulasi yang jelas, kesadaran hukum konsumen, dan pengawasan yang ketat akan menciptakan ekosistem penerbangan yang profesional, aman, dan berpihak pada hak-hak konsumen. Selain penguatan regulasi dan penegakan hukum, peran lembaga perlindungan konsumen juga sangat penting dalam menjamin hak-hak penumpang pesawat. Lembaga seperti Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) dapat menjadi saluran advokasi dan pendampingan hukum bagi konsumen yang mengalami kerugian akibat keterlambatan penerbangan. Fungsi lembaga ini tidak hanya terbatas pada penyelesaian sengketa, tetapi juga dalam hal edukasi publik, advokasi kebijakan, dan mendorong transparansi dari pihak maskapai. Semakin aktif peran lembaga-lembaga ini, maka semakin kuat pula perlindungan hukum yang dirasakan oleh penumpang sebagai konsumen jasa penerbangan (Bagus Hari Mahardika, 2022).[footnoteRef:9] [9:  Bagus Hari Mahardika, D. (2022). Perlindungan Konsumen Terkait Dengan Jadwal Penerbangan Tidak Efektif Pt. Citilink Jog Adisutjipto. Flight Attendant Kedirgantaraan : Jurnal Public Relation, Pelayanan, Pariwisata, 4(1), 75–81. https://doi.org/10.56521/attendant-dirgantara.v4i1.539] 


D. KESIMPULAN
Keterlambatan penerbangan akibat gangguan teknis pada pesawat merupakan hal yang tak terelakkan dalam industri penerbangan. Meskipun dapat menimbulkan ketidaknyamanan bagi penumpang, tindakan teknis yang diambil maskapai seperti penundaan, penggantian pesawat, maupun pembatalan penerbangan dilindungi oleh regulasi nasional maupun internasional selama langkah-langkah tersebut bertujuan menjamin keselamatan. Maskapai memiliki hak-hak yang sah untuk mengatur ulang operasional penerbangan guna menghindari risiko, termasuk hak untuk menyesuaikan bentuk kompensasi berdasarkan kondisi dan durasi keterlambatan. Namun, hak-hak tersebut harus dijalankan secara transparan dan disertai komunikasi yang jujur kepada penumpang sebagai bentuk tanggung jawab profesional.
Di sisi lain, penumpang juga memiliki perlindungan hukum yang jelas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Menteri Perhubungan. Penumpang berhak menuntut kompensasi, penggantian, atau bahkan ganti rugi atas layanan yang tidak sesuai perjanjian. Mekanisme hukum dan administratif telah tersedia, mulai dari pemberian kompensasi praktis, mediasi melalui lembaga penyelesaian sengketa konsumen, hingga proses hukum di pengadilan.
E. SARAN
Demi terciptanya sistem transportasi udara yang adil, aman, dan berpihak pada konsumen, disarankan agar maskapai meningkatkan kualitas komunikasi kepada penumpang dalam situasi keterlambatan, serta selalu patuh terhadap standar keselamatan dan regulasi yang berlaku. Pemerintah, melalui otoritas penerbangan, perlu memperkuat pengawasan dan memberikan sanksi tegas terhadap pelanggaran.
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